




















































































































































































































































































BAB IV 

KAJIAN/PENGUNGKAPAN NILAI TRADISIONAL 
ISi NA.SKAH 

Pada Bab pendahuluan telah diterangkan bahwa naskah kuno 
Kotaragama merupakan suatu peraturan hukum yang berlaku di 
suatu wilayah. Jika tahun penulisan itu benar yaitu tahun 1600 Syaka 
yang berarti tahun 1678 Masehi . atau tahun 1642 Syaka berarti 
tahun 1710 Masehi. maka pada waktu itu Lombok ada di ba\\ah 
Pemerintahan Raja Karang Asem yang memerintah antara tahun 
1692 - I 839 (Sejarah Daerah NTB. 1988. hind I) Secara keseluruhan 
pada saat itu Indonesia berada di ba,rnh kekuasaan Pemerintah 
Hindia Belanda. Peraturan yang berlaku tentu peraturan Pemerintah 
Hindia Belanda dan peraturan Kerajaan . 

Dalam naskah Kotaragama disebutkan bah\Ya peraturan itu 
berlaku di Kerajaan Surya Alam, dan sang raja adalah seorang 
yang beragama Islam. Bunyinya adalah s6bagai berikut · "Puniki 
mawasta Kotaragama. Dana puniki caritanira sang prabu hing 
Surya Alam, marmaning cinarita, dening sinungan kagungan 
dening Allah, pan tannana sasamaning ratu, dening hakeh 
hadillira hing bala, tannana kibirira hing Allah nitya saha 
nora kena sariranira, yen rerenan nitya saha tilawatta Qur'an" . 
Artinya · ··1nilah yang bemama Kotaragama. Maka inilah ri\\ayat sang 
prabu di Surya Alam. Sebab diri\Yayatkan karena bcliau dianugerahi 
keagungan oleh Allah. Karena tiada taranya di antara raja-raja sebab 
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tcramat adiln~a kcpada rak~ at. Tiada ia 111gka-r kcpada Allah Syah 
Alam sclalu mcn_jaga dirinya_ bila _icda ia mcmbaca Al Qur ·an· -

Kcmungkinan kcra_iaan Surya Alani ini adalah Kcra_1aan 
Sclaparang Islam yang pcmah bcrdiri dari ab:id 16 sampai tahun I 740 
(Ibid, him _ IO)_ 

Kotaragama tcmyata mcngandung nilai-nilai yang penting antara 
lain adalah nilai kepemimpinan_ kesejahteraan rakyat. kcadilan. dan 
berbagai segi kehidupan scperti perka\\inan, hutang piutang. 
pencurian, gadai mcnggadai . hak dan kewajiban raja dan rakyaL 
perpajakan dan sebagainya_ Kesemuanya itu mengandung nilai-nilai 
moral, dan inemiliki sanksi hukum jika dilanggar. 

Hal-ha! inilah terutama yang akan disoroti dalam pengkajian ini 
karena justru hal-hal itulah yang kini sedang menjadi isyu pokok dalam 
pembangunan bangsa Indonesia_ Penataran P4 bagi para pejabat negara 
seperti para menteri , para gubemur dan pejabat teras negara yang lain 
yang sekarang sedang berlangsung, pada hakekatnya adalah untuk 
memberikan wawasan/kesadaran akan kedudukannya sebagai 
pemimpin rakyat suatu bangsa _ Mengentaskan sebagian rakyat 
Indonesia yang masih belum beruntung dari kemiskinannya 
sehingga dikeluarkan IDT adalah hal-hal yang berkaitan dengan 
kcsejahteraan rakyat Isyu tentang hak azasi manusia pada dasamya 
adalah isue tentang keadilan . Wanita Indonesia yang jumlahnya lebih 
besar dari kaum pria tetapi kondisinya masih di bawah kaum pria baik 
dari segi pendidikannya. tingkat kesejahteraan ekonominya, kualitas 
kesehatannya merupakan masalah sosial budaya yang dalam naskah 
kuno juga dibicarakan _ 

I. Kepemimpinan 

Sifat-sifat pemimpin dalam Kotaragama diungkapkan dalam 
kata/kalimat yang jelas. seperti seorang raja/pemimpin harus mengurus 
rakyatnya (bertanggung ja\\ab ). tidak bolch ingkar janji, harus adiL 
tidak putus mcnuntut ilmu_ tidak suka ka\Yin_ bersifat sosial. Tetapi 
banyak juga yang diungkapkan -dalam bcntuk perumpamaan. yang 
dalam naskah tersebut disebut saloka_ Beberapa contoh suda seorang 
raja harus bcrsifat "danta danti kusuma warsa". 
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Biasanya kcpcmimpinan digambarkan dengan mcngambil 
pcrumpamaan dari bcnda di alam semcsta si..:pcrti gunung. laut. api. 
matahari. flora d:rn fauna . lni menunjukkan balma ncnck moyang kita 
sangat mcmpcrhatikan alam sekitarnya Pengamatan yang cermat 
terhadap sifat pcristiwa alam sekitarnya mampu memberi inspirasi 
kepada mereka untuk menyerapnya dan menjadikan sifat-sifat alam 
itu sebagai perlambang yang perlu diambil oleh manusia dalam 
mengadakan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia 
yang lain. Kotaragama menyebutkan sebagai berikut salokaning 
ratu hiku Giri suci, jaladri, bahnipawaka, surya, sasangka, 
nilatadu " Artinya .. bah\\ a raja harus memiliki sifat gunung yang 
suci dan kokoh. punya sifat laut yang dapat menampung barang yang 
amis dan busuk, bersifat api yang dapat menghanguskan yang kotor, 
bersifat matahari yang bisa menerangi seluruh jagat, bersifat bulan 
artinya menerangi dan menyejukkan, bersifat nilatadu (langit biru) 
maksudnya tetap teguh pada pendiriannya" . 

Namun yang paling penting dari seorang pemimpin adalah taat 
dalam menjalankan agama. Ini tertulis dalam kalimat "dana punika 
tatanira sang prabu, karane kajrihana dening bala, harep manah 
hing wong sanagara, punika iweripun, den nastiti sang prabu 
hing Agama" (Alinea l. Kotaragama, Alih Aksara). 

J ika kita bandingkan dengan kepemimpinan Pancasila yaitu 
Ing ngarso sung tulada yang berarti bahwa seorang pemimpin 
harus mampu lewat sikap dan perbuatannya menjadi dirinya pola 
anutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya, lng madya mangun 
karsa berarti seorang pemimpin harus mampu membangkitkan 
semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang 
dibimbingnya: tut wuri handayani . yang berarti bahwa seorang 
pemimpin harus mampu mendorong orangorang yang diasuhnya 
agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab 
Gafur. 1987 314), maka sebenarnya sifat-sifat kepemimpinan 
yang disebutkan dalam Kotaragama ini mewakili kepemimpinan 
Pancasila Ini membuktikan juga bahwa Pancasila memang digali 
dari kehidupan bangsa Indonesia di masa lalu . Sejalan dengan itu 
jika kita bandingkan dengan 12 azas Kepemimpinan ABRI yang 
lebih memperjelas lagi 3 sifat kcpemimpinan Pancasila terscbut 
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dcngan 9 sifat yang lain yaitu waspada, purba wisesa, ambeg 
paramarta, prasaja, satya, gemi nastiti, blaka, legawa . Dengan 
menycbutkan azas ·Taqwa kepada Tuhan Yang Maba Esa'· paling 
dulu sebelum azas-azas kepemimpinan yang lain, oleh Abdul Gafur 
dalam bukunya Pak Harto pandangan dan Warapan disebutkan 
bahwa sifat-sifat kepemimpinan yang dikembangkan di kalangan 
ABRl itu berakar pada kepemimpinan dalam masyarakat Indonesia 
( Gafur. 1987: 314) . Dengan demikian secara tidak langsung 
Kotaragama ikut memberi andil pada sifat-sifat yang dikembangkan 
dalam kepemimpinan pancasila maupun azas-azas kepemimpinan ABRl 
seperti yang telah disebutkan di atas . 

Dalam Kotaragama selain disebutkan sifat-sifat raja/pemimpin, 
juga disebutkan sifat-sifat yang tidak boleb dilakukan oleh pemimpin. 
Hal ini diungkapkan dalam kalimat sebagai berikut, "Kalanya 
wet siniwi muwah dohena denira sang prabu, iweripun 
pancakarana, kang karihin hiku naya kestri, kaping kalih 
babbunayaka, kaping tiga hiku hinabudi, kaping sakawan 
waraboga, kaping limo kapingta-baksana " (Kotaragama Alih Aksara 
Alinea 1) Artinya : '·Ada lima kenistaan yang harus dihindari oleh 
raja/pemimpin yaitu jangan mengangkat wanita karena setiap 
tingkahnya dapat merusak, jangan mengangkat orang kembar, pasti 
akan rusak semua karena sama-sama diandalkan, jangan mengangkat 
orang bodoh karena semua perintahnya tak akan dipatuhi dan akan 
mengusutkan negara, jangan mengangkat orang kekenyangan (loba) 
karena semua perintahnya bakal tidak beres, kurang terurus agama, 
dan nukum agama akan hilang; janlan mengangkat orang kelaparan 
(fakir) karena semua perbuatannya tertutup oloh perbuatan nista". 

Jika dibandingkan dengan UUD 45 hal-hal yang disebutkan dalam 
Kotaragama tersebut di atas belum demokratis karena kedudukan 
manusia secara individual kurang diakui . Keberadaan seseorang lebih 
dilihat secara umum (generalisasi). Tampak pada peraturan yang 
mengatakan bahwa orang kembar. \Yanita. orang kaya, orang 
miskin . tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Jadi hak-hak 
individu kurang diperhatikan . Lcbih dilihat sifat-sifat manusia secara 
umum . Lcbih-lebih tentang wanita . Wanita belum mendapat hak 
yang sama dcngan pria : 
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Dalam UUD 45 pasal 27 discbutbn balma (I) Segala \\arga 
ncgara bcrsamaan kcdudukann di dalam hukum dan Pi::mamtahan 
dan \\ajib mcnjunjung hukum dan pemerintahan 1tu dengan tidak ad;:i 
kecualian . (2) Tiap-tiap "arga negara bcrhak atas pckcrjaan dan 
penghidupan yang layak . 

Sesuai dengan kutipan di atas dalam Kotaragama mengangkat 
\Yanita (menjadi pemimpin) adalah larangan. dan jika ha! 1tu 
dilaksanakan. perbuatan itu dikategorikan perbuatan nista 

Mengapa ha! tersebut terjadi'1 Dalam kutipan di atas hanya 
disebutkan bah,,a tingkahnya dapat merusak Sebanding dengan ha! 
ini adalah budaya Mo Lima orang Ja\rn yang harus dihindari karena 
ha! itu dapat merusak yaitu maling, modon, madat, main dan minum 
artinya mencuri , suka perempuan, suka mengisap candu. berjudi dan 
minum minuman keras . Jadi wanita dikategorikan sebagai yang dapat 
merusak. Di dalam agama Islam yang menjungjung tinggi martabat 
wanita menyebutkan bahwa "wanita adalah tiang negara" . Manakala 
rusak wanita rusaklah negara, manakala baik wanita baiklah negara 
(Hadis Nabi) . Dengan membandingkan kutipan-kutipan tentang 
wanita seperti tersebut di atas, Islam menempatkan kedudukan 
wanita dalam posisi yang pas . Bahwa wanita itu memegang peran 
penting diumpamakan sebagai tiang negara . Namun dalam posisinya 
yang sangat penting itu mengandung kerawanan. Jika wanita tidak 
menyadari ha! ini dan jika pria dalam kapasitasnya sebagai pemimpin 
\\·anita tidak mampu melaksanakan perannya masing-masing maka 
\Yanita punya potensi merusak. 

Karena Kotaragama lebih bersifat hukum adat, sedang raja dalam 
Kotaragama disebutkan beragama Islam, maka sesuai dengan ajaran 
Islam bahwa yang menjadi pemimpin adalah laki -laki Tidak heran 
Kotaragama melarang mengangkat pemimpin \\anita merupakan ha! 
''ajar. Hanya saja Kotaragama tidak cukup jelas memberikan alasan. 
sehingga dapat menimbulkan tafsiran diskriminatif terhadap kaum · 
wanita. Hal tersebut dipcrkuat dalam uraian tentang saksi. balma 
\\anita juga tidak boleh menjadi saksi. karena sifatnya berubah-ubah. 
rusak oleh lclaki . Dalam ha! ini kedudukan \\anita ada dalam satu 
kelompok dengan anak-anak (Kotaragama. BAB III. hal 91. 92) 
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Masih banyah. lag1 saloka tcntang sifat-sifat rap yang disebutkan 
dalam Kotaragama yang scmuan~a mcmbcri ajaran kcpada kita balm a 
mcnjadi pcmimpin itu tidak mudah . 

Salah satu hat yang lcbih maju dalam Kotaragama dibandingkan 
dcngan pcrsyaratan jabatan zaman sekarang adalah bah\\a masing­
masing jabatan mempunyai syarat-syarat tersendiri. misalnya 
jaksa, hakim, penghulu. (utusan/duta, seperti yang sudah dijelaskan 
pada Bab Pendahtiluan . Jika pejabat kerajaan tersebut disamakan 
dcngan Pegawai negeri seperti memiliki termasuk Pegawai Negeri 
scperti sekarang ini , maka sekarang ini Pegawai Negeri hanya memiliki 
Sapta Prasetya KORPRL Sedang untuk ABRI yang juga tennasuk 
Pegawai Ngeri memiliki Sapta Marga. Baik Sapta Prasetya KORPRI 
maupun Sapta Marga ABRI itu merupakan acuan moral setelah 
seseorang menjadi anggota KORPRI atau mcnjadi anggota ABRI . 
Sedang persyaratan waktu akan menjadi anggota pada umumnya sama 
yaitu ijazah, kesehatan jasmani, dan kesehatan rokhani yang dilakukan 
melalui seleksi tes. Hal-ha! yang bersifat moral dibuktikan dengan 
surat kelakuan baik dari Palisi, yang umumnya hanya fonnalitas saja. 
Artinya surat kelakuan baik itu belum menjamin pemegangnya betul­
betul baik n~oralnya . Walaupun Kotaragama tidak s·ecara jelas 
menerangkan satu persatu persyaratan tersebut namun Kotaragama 
memberikan acuan berupa saloka-saloka. 

GOLKAR mungkin yang telah menetapkan secara terbuka 
pcrsyaratan moral untuk menjadi pemimpin GOLKAR yang 
difonnulasikan dalam "PDLT" . yaitu "Prestasi, Dedikasi, Loyalitas 
dan Tak Tercela". 

2. Kesejahteraan 

Perhatian Pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat tercermin 
dalam perlindungan hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
kcscjahtcraan ~ ang bersifat fisik material. 

Perlindungan terhadap kescjahteraan rakyat tercermin dalam 
pcraturan yang ditetapkan tcrutama tentang hak-hak raja untuk 
mcmberika1~ bantuan material kepada rakyatnya bcrnpa. bantuan dana . 
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Dalam Kotaragama hal ini tertuli s dalam satu Bab tcrsendiri yaitu 
Bad yang diberi nama Tingkahing Paseran, Datu Hagelar Dana. Yang 
terjemahannya tata laku paseran ratu mcmberi dana. Antara lain tertulis 
sebagai berikut "Dan punika iweripun, yen sang Prabu hagelar 
dana. Kang dihin hing anak y atim. Ping kalih wong sugih 
kalusngsur, ping tiga rangda wadon. Nora darbe suta janglu. Ping 
sekawan, wong lagi teka munggah haji. Kaping lima wong kamara 
desa. Kaping nem kang ngatetep pangabektinipun. Kaping pitu 
kang ngatetep hasaba ngaseban. Kaping wolu, Wong nista ka 'ng 
tan kawawi pangane sadina .. . Artinya. maka inilah senyatanya bila 
raja memberi dana (santunan) . Pertama terhadap anak yatim Kedua 
kepada orang kaya yang jatuh miskin . Ketiga kepada janda wanita 
yang tidak punya anak laki-laki . Keempat kepada orang datang naik 
haji. Kelima kepada para pendatang. Keenam kepada orang yang tetap 
baktinya. Ketujuh kepada orang yang .tetap datang menghadap . 
Kedelapan orang melarat yang tak cukup makannya sehari . 

Berdasarkan ha! tersebut di atas secara tersirat raja sangat 
memperhatikan kesejahteraan material bagi rakyatnya yang dalam 
kondisi layak dibantu, sekaligus memberikan perlindungan terhadap 
rasa aman bagi mereka-mereka itu. 

Selain itu masih banyak dana lain yang merupakan hak sang 
raja untuk diberikan kepada siapa dalam rangka apa. Misalnya ada 
yang disebutaana dana warsa, dana ini diberikan sebagai hadiah 
tahunan kepada tukang gelar lantai, alas duduk, laca-laca, para 
peladen. petinggi desa, orang karani, juru kuda, dan para penihibur. 

Dalam pemberian dana tersebut selokanya adalah candra, 
baskara, warsa. Artinya raja harus memiliki sifat candra (bulan) 
artinya menerangi tanpa panas, baskara (matahari) memberikan terang 
tanpa samar, warsa (hujan) bersifat rata. 

Dana yang lain misalnya dana yang diperuntukkan bagi raja 
untuk memberi hadiah disebut dana karana. Dana untuk menjamu 
tamu baik orang kaya maupun orang miskin diberi nama dana balada. 
Bila raja menyajikan hidangan pada saat persidangari, menggunakan 
dana yang disebut dana sacaya. 
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Dengan mclihat jeni s-jeni s dana dan pruntukann~ :i tcrscbut 
dapat dikatakan semuany:i mcngarah kcpada usaha mcningkatkan 
kcsejahtcraan rakyatnya 

3. Keadilan 

Hal-ha! yang berkaitan dcngan keadilan dalam Kotaragama 
tercem1in dalam pelaksanaan hukum mulai dari penentuan saksi \rnjud 
hukuman 

(a) Saksi 

Agar dapat memberikan keputusan yang adiL ada ketentuan tentang 
siapa yang patut dan tidak patut menjadi saksi . Dalam Kotaragama 
disebutkan bermacam saksi yaitu : 

(1) Saksi kang mulya (saksi yang mulia), yaitu : danawanto (kyai 
dan modin), kulincah (penduduk asli yang patuh), dyhaparesi 
paranince (saudagar kaya) , dersasulaksana (orang yang 
tampan rupanya dan tutur katanya baik), dumitam (pendeta 
penasehat raja) , caksyuh bujangjem (pendeta penasehat raja), 
dumitam (pendeta golongan guru), halembayan (penasehat 
raja). 

(2) Saksi kang nista (saksi yang nista) : Hacukirtya (penjual 
terasi ), hadauli (penjual kapur), hatumbah (penjual garam), 
hakaraka (jagal), hamantra (orang yang berkeliling menjual 
barang). hageding (pande besi). hagender (pande gamelan), 
hamadu (pencari/penjual madu), dukun (dukun), henelelih 
(penjual ayam) dll . 

(3) Saksi kang tan kandel (saksi yang tidak dapat dipercaya) : 
Saksi pramana yaitu bersaksi pada orang dahulu yang 
diandalkan . Saksi pramanalena yaitu bersaksi pada orang 
mati . Saksi hukumbah bersaksi kepada hamba sahaya/ 
bersaksi kepada yang lebih rendah derajatnya 

( 4) Yang tidak pa tut ditanyai untuk saksi karena cacat yang 
dimiliki yaitu sirna prayatna (orang bisu), sirna niscaya 
(orang buta) dan sirna sambawa (orang tuli) . 
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(:') Yang tidak bisa mcnjadi saksi ada tujuh jenis ~aitu Rena 
(\\anita) Carnet (anak kccil) _ wesa (pcnjahat)_ saudara 
kawinaya, tirta agung (kadi)_ ratu agung, rumpaka roro 

kedibing bima. 

(6) Yang kesaksiannya tidak sah · Hatuka aksi (bersaksi untuk 
saudaranya atau hamba saudaranya) _ hambuta saksi (orang 
mulia yang bersaksi untuk orang jahat)_ hambabu sabda 
(saksinya diajari dulu)_ hambahu (bersaksi kepada orang 
mati)_ hasaksi (saksinya disogok) . 

Jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), tentang saksi ini terdapat titik tolak konsepsi 

· yang berbeda. Dalam Kotaragarna titik tolak konsepsinya adalah 
pada akurasi kesaksian seorang saksi, agar keputusan yang diarnbil 
rnernenuhi azas keadilan. Sedang pada KUHAP titik tolak konsepsinya 
selain keadilan juga pada hak azasi. Salah satu contoh antara lain 
yang tercantum pada pasal 168 KUHAP yang berbunyi sebagai 
berikut : "Kecuali ditentukan lain dalarn undang-undang, rnaka tidak 
dapat didengar keterangannya clan dapat rnengundurkan diri sebagai 
saksi : a. keluarga sedarah atau sernenda.dalarn garis lurus ke atas atau 
ke bawah .. . .... dst" . 

Hak azasi pada saksi dapat terlihat pada kalirnat dapat rnengun 
urkan diri sebagai saksi . Jadi saksi punya hak mengundurkan diri . 
Sedang pada Kotaragarna disebutkan antara lain sebagai berikut: 
"Punika pagarayangan · limang prakara . Hakuta saksi, hasaksi sanake 
dulur tan dadio dst" . Artinya, "Inilah patokan Jima perkara. 
Hakutasaksi , bersaksi pada saudara tak boleh ... dst". Dalam 
Kotaragarna jelas tidak boleh menjadi saksi pada pada perkara 
yang melibatkan saudaranya . Sedang pada KUHAP rnasih ada 
kemungkinan bisa menjadi saksi jika ditentukan lain dalarn undang­
undang . 

Pandangan Kotaragama dan K UHAP ten tang anak dalam 
kedudukannya sebagai saksi · justru kontradiktif. Dalam Kotaragama 
anak termasuk tidak bisa menjadi saksi disebutkan dalarn Kotaragama 
sebagai berikut: "Punika h\imya, kang tan kena dadi saksi . Pitung 
perk · ;,.: dst . Kapindo cemet tegese rere cili ... ...... dst 
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Artinya inilah macamnya yang tak bisa .1adi saksi Tujuh pcrkara 
tcgasnya anak kccil ... dst. Scdang dalam KUHAP pasal 17 la bahkan 
disebutkan balma yang umurnya bclum cukup cukup lima belas tahun 
dan balma belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi 
keterangan tanpa disumpah . Bahkan dalam KUHAP orang sakit 
ingatan atau sakit ji\\a meskipun kadang-kadang ingatannya baik 
kembali disamakan dengan anak seperti yang diuraikan di atas . 
(KUHAP pasal 171 b ). 

Secara umum tentang saksi ini dapat dikatakan bah\\ a Kotaragama 
\\alaupun banyak memberikan variasi tentang saksi, namun semuanya 
tidak dilandasi pada hak-hak individu, tetapi lebih dilihat dari sifat 
orang-orang yang disebutkan sebagai saksi . 

(b) Wujud Hukuman 

Pada umumnya \Yujud hukuman yang disebutkan dalam 
Kotaragama ada 3 macam yaitu denda yang berupa membayar sejurnlah 
uang, diasingkan atau dibunuh. Dalam hal denda disebutkan jurnlahnya, 
tetapi tidak disebutkan satuan mata uangnya. Sebagian besar tentang 
\\ujud hukuman yang berhubungan dengan pengasingan hanya 
mengenai ha! Yang berhubungan dengan jaksa yang tidak bisa adil, 
yang disebutkan sebagai berikut : ··yen malih tan bener den demegat 
karya, tundungen setahun lawasnya tan mulatino negara, Ian 
lelerongeno hing gunung giri\Yana, tan pantes yenna kukuda. Yen \\US 

jangkep setahun, hundangen malih, jenengene kadi ruminihin, lamun 
patut pepegatannane. Ian Kotaragama, Yen malih tan bener den 
hamrentah, maksih kadi rumuhun punika, wenang patyanana". Artinya, 
Kalau tidak benar dalam menjalankan tugasnya, usirlah setahun 
lamanya tidak melihat negara, buang ke gunung/hutan, jangan beri kuda 
(maksudnya supaya jalan kaki) iika sudah genap satu tahun, panggil 
pulang dan melaksanakan tugas lagi Jika lagi tidak dapat 
melaksanakan tugasnya, berhak dibunuh (hukuman mati)" 

Membunuh orang sebagai pelaksanaan hukuman dikenakan 
juga pada orang yang berzinah/menzinahi isteri orang. Tentang ha! ini 
da lam Kotaragama disebutkan sebagai berikut : ··mmrnh yenna 
nyekel rabining ngarabi , yen jejamahan. ycnna nyekel wuwujang. 
rangda . Yen ning ngalas . hing lulurung. hing natar. hing ngumah. 
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~ ogya pinatcn dc111: kang ngadrcbc rabi . Yc:1 tan pc.1aha sa.1 roning sad111a 
Ian sa\\Cngi. luput patine . .1umc1u:ng dcnda · . Bcrdasarkan ura1a11 
tcrscbut orang 'ang mcnzmahi istcri orang maka dia bcrhak dibunuh 
oleh suami yang dizinah1 terscbut dalam tempo schari scmalam Jib 
melebihi batas \\aktu tcrscbuL hukuman mati tcrsebut batal dan hanya 
dikenakan denda 

Dengan ura1an tcrsebut sekali lagi membukt1kan bahwa nilai 
moral sangat mendapat perhatian. Pelanggaran tcrhadap mlai moral 
~ ang paling berat (berzinah) mendapat hukuman yang paling 
berat pula. ya1tu hukuman mati . Sedang dalam KUHP hanya 
dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan bagi laki-laki 
yang bcristcri (K UHP. psi. 284 ayat (I) Hukuman 1tu d1kenakan 
juga pada fihak perempuannya . Hal ini tercantum pada pasal 
yang sama ayat (2) . Sedang pada Kotaragama hal hukuman bagi pihak 
perempuan yang melakukan zina tidak disebutkan 

(c) Wujud keadilan dalam pengeterapan hukuman 

Selanjutnya seorang jaksa harus berbuat adil terutama kepada 
orang yang .. bangga hing palakerta (mela\\an hukumf dalam 
Kotaragama disebutkan antara lain sebagai berikut Yakti sang Prabu 
hamiyosaken, karana haglis mawi pamicaran. hajanana bmadakaken . 
Sentanaha. mantriya. hagung alit. gustiya. ka\rnlaha, dateng trapena, 
haja hara hiri, haja kemengan. haja hiri hing ngagede. haja \\elas 
hing kasyan, yen rawuh trapena sahujaring kotara. Artinya Sungguh 
sang prabu akan memutuskan agar segera dibicarakan. jangan 
dibedakan. keluarga. pe1abat, besar kecil. bangsawan. rakyat biasa. 
semua dikenakan hukum. Jangan pilih kasih, jangan bingung. jangan 
segan kepada yang besar. dan jangan kasihan kcpada yang kecil . Bila 
datang laksanakan menurut patokan hukum. 

Dengan ketentuan seperti 1tu menunjukkan bah\\'a raja memberikan 
Jaminan keadilan kepada rakyatnya tidak saja kepada rakyat 
kecil tetapi kepada siapa saja .Bahkan jaksa tidak boleh segan 
kepada para pembesar \ang sedang dalam proses pengadilan 
Untuk dapat mclaksanakan ha! terse but maka pers' aratan untuk 
menjadi jaksa dicantumkan tersendin dalam Kotaragama . scpcrti 
yang sudah di.1claskan pada Bab pcndahu luan ~ aitu scorang jaksa 



142 

harus ccrdas. pandai dan ccrdik. karcna ia harus mcnghadapi banyak 
mus uh . 

Dalam Kotaragama azas kebersamaan dalam memikul tanggung 
ja\\ab disebutkan : Jika terjadi Pencurian di kampung. korban berteriak 
tetangga-tetangga mendengar teriakan itu tetapi tidak ada yang keluar 
karena takut maka seluruh ''arga kampung itu akan kena denda . Bunyi 
hukumnya adalah sebagai berikut Yen malih kadi punika 
sahuripun amiharsa manira hajrih hamiyosena. Hatawa hujare kang 
sa\\iji, dene kaya-kaya paputungena, samulyaning kang pejah, dan sang 
prabu, sami kadenda 3.000. Sowang. Kaget kapepengan haran. Artinya 
dan bila yang seperti itu mereka menjawab kami mendengar tetapi 
takut keluar, atau kata Yang seorang lagi seperti tak jelas 
pendengaranku, karena (sedang tidur) seperti orang mati , maka oleh 
sang raj a semuanya didenda 3 .000 seorang . Kaget kepepengan 
namanya. 

Denda seperti itu diputuskan dalam suatu sidang pengadilan 
tentang adanya pencurian di suatu kampung setelah yang kecurian 
melapor. Inilah yang kami, sebagai memikul tanggung jawab dalarn 
kebersamaan . Hal ini menunjukkan adanya keadilan yang diterapkan 
kepada rakyat karena dianggap telah melalaikan tanggung jawab 
menjaga keamanan desa, sehingga mereka patut dihukum denda atas 
kelalaiannya tersebut. Nilai kegotong royongan semacam itu dewasa ini 
tentu sudah mengalami pergeseran. Tanggungjawab mernikul hukuman 
dibebankan kepada si pelaku pencurian saja, sedang masyarakat tidak 
mendapat beban apapun. Dengan demikian tindak kejahatan pencurian 
sekarang ini lebih berani dilakukan . Lebih-Iebih pada jaman modem 
sekarang; dimana peralatan semakin tidak berani keluar jika mendengar 
teriakan : "maling ! . Dan bagi masyarakat sekarang tidak ada sangsi 
apa-apa untuk perilaku yang demikian. 

Dengan uraian seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa 
tanggung jawab sosial masyarakat kita pada masa lalu lebih kental dari 
pada masyarakat sekarang khususnya yang berhubungan dengan 
pencurian seperti yang diuraikan di atas . Salah satu sebabnya mungkin 
karena masyarakat sekarang lebih sibuk bekerja. sehingga rasa 
tanggung ja\\·ab itu telah mengalami modifikasi yaitu dengan 
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mengalihbn fungsi tersebut kcpada Satpam atau orang lain yang 
digaj i. Rasa kcgotongroyongannya di'' UJ udkan dalam bentuk mcn1ba~ ar 
iuran untuk menggaj i Satpam atau orang lain yang melaksanakan tu gas 
pengamanan 

Demikianlah beberapa kajian tentang nilai-nilai yang terdapat 
dalam Kotaragama yang kami anggap perlu diuraikan, kemungkinan 
masih bisa kita petik dan kita modifikasi sesuai dengan kehidtipan 
masa kini. 



BAB V 

RELEVANSI DA~ PERANANNYA DALAM 
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA!\ KEBUDAYAAN NASIONAL 

Dalam penjelasan pasal 32 UUD 45 tentang Kebudayaan Nasional 
disebutkan antara lain bahwa kebudayaan daerah terhitung sebagai 
kebudayaan nasional. Kotaragama sebagai salah satu karya nenek 
moyang kita di bidang hukum terhitung sebagai kebudayaan daerah, 
sangat relevan untuk digali dan dikaji nilainya dalam rangka pembinaan 
dan pengembangan kebudayaan nasional. Lebih-lebih dalam era 
globalisasi dewasa_ ini di mana kita perlu memperkukuh iati diri untuk 
menjadi bangsa yang maju dengan kepribadian yang mantap . 

Dalam rangka memantapkan kepribadian untuk mewujudkan jati 
diri yang kukuh agar tetap dapat mempertahankan diri sebagai bangsa 
yang maju kita perlu memiliki kemampuan menyerap nilai-nilai ilmu 
pengetahuan dan teknologi modem dengan tetap berpijak pada nilai­
nilai budaya yang telah kita miliki . 

Nilai-nilai budaya yang kita miliki tidak semuanya sesuai 
dengan tuntutan pembangunan sekarang . Misalnya budaya banyak 
anak banyak rezeki perlu reinterpretasi bahwa banyak anak 
memerlukan ban~ ·ak rezeki , untuk menjadikan anakanak itu manusia 
yang sejahtera yang berguna bagi keluarga dan bangsa _ Untuk itu 
perlu kerja keras . Sehingga budaya banyak anak banyak rezeki 
bisa direinterpretasi menjadi budaya keras guna mendapatkan 
banyak rezeki. 
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Dcngan contoh mc111taprcstasi nila1 buda' a scpcrti 1tu dalam 
ka1tannya dcngan hukum. l\.otaragama mengandung nilainilai yang 
sangat relc\an dcngan pcmbinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional dC\\asa mi Ada pesan-pesan moral yang pcrlu discrap seperti 
pcsan moral yang terkandung dalam kepemimpinan. kesejahteraan 
dan keadilan yang menjadi topik kajian dalam buku ini. 

I. Seorang pemimpin haruslah seorang yang beragama 

Dalam BAB IV telah diterangkan balma seorang pemimpin 
dalam Kotaragama haruslah orang yang beragama. Untuk jaman 
sekarang hal ini sangat relevan. Banyak bukti menunjukkan bahwa 
agama merupakan acuan moral yang utama dalam menghadapi 
tantangan pembangunan dewasa ini . Pengaruh perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat di situ fihak 
mendatangkan banyak manfaat , di lain fihak teknologi itu juga 
memba\Ya pengaruh budaya seperti budaya konsumtif Budaya 
hidup konsumtif memberi dorongan kepada individu untuk meraih 
kesenangan material demi memuaskan nafsunya. Tindakan korupsi, 
manipulasi, kolusi , dll . yang merugikan negara hanya mampu 
dikendalikan oleh penghayatan agama yang mantap terutama dari 
para pem1mpm. 

Oleh karena itu keberadaan seorang pemimpin yang dapat 
dijadikan panutan masyarakat semakin sangat diperlukan. Pemimpin 
yang dapat diteladani hanyalah seorang pernimpin yang melaksanakan 
ajaran agamanya secara konsekuen. 

2. Masalah kesejahteraan rakyat 

Tu_1uan pembanguan pada akhimya adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Secara mendasar tujuan pembangunan di 
Indonesia adalah untuk menuju masyarakat adil dan makmur, material 
dan spmtual berdasarkan Pancasila . Tingkat kesejahteraan rakyat 
Indonesia makin lama makin meningkat. Kadang-kadang kita lupa 
bah\\a kcscjahteraan rakyatlah ~ang ingin kita tuju Sampai sekarang 
masih ada scbagian rakyat Indonesia yang miskin. schingga bclum 
dapat mcrasakan basil pcmbangunan 1tu . Dalam l\.otaragama raja 
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mcmpunyai berbagai macam dana yang pcnggunaammya mcrnpakan 
hak prcrogratif raja . Jika dikaji lcbih lanjut dana-dana itu tcrnyata 
dipcnmtukkan bagi peningkatan kescjahteraan rakyat. 

Inpres Fiesa tertinggal (IDT) tujuannya sangat identik dengan apa 
yang tertera dalam Kotaragama, namun waktunya berbeda. Pada masa 
lalu pemberian raja kepada rakyat lebih bersifat hadiah. yang hanya 
mampu memberikan kesenangan sekejap, yang berarti tidak bisa 
menyelesaikan persoalan pokoknya yaitu kemiskinan . Pada masa lalu 
dapat diumpamakan raja tidak lebih dari hanya memberikan ikan, 
sedang dana IDT ingin memberikan pancing agar ikan yang diperoleh 
lebih banvak. 

Jadi sebenamya nenek moyang kita telah memberikan ajaran 
tentang bagaimana pemimpin harus memberikan perhatian terutama 
kepada rakyatnya yang kurang mampu. 

3. Maso/ah Keadilan 

Keadilan berkaitan dengan hak azasi . Isue-isue yang berkembang 
dewasa ini adalah isue tentang keadilan. Munculnya Lembaga Sosial 
Masyarakat yang bergerak di bidang hak azasi manusia di satu 
pihak menunjukkan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan 
hak-haknya, di lain fihak kemungkinan dirasakan adanya banyak 
ketidak adilan. 

Ketidak adilan tersebut lebih banyak menimpa rakyat kecil , 
karena pada umumnya rakyat kecil itulah yang masih bodoh, sehingga 
mudah diperbodoh . Masalah-masalah yang berkaitan dengan 
pembebasan tanah terutama yang ditempati rakyat kecil akhir-akhir 
ini banyak menjadi topik yang dikaitkan dengan hak azasi, yang 
merangsang makin bertumbuhnya LSM . Walaupun tidak semua 
LSM murni memperjuangkan hak-hak azasi manusia, namun apa 
yang sering muncul dewasa ini menunjukkan bahwa keadilan belum 
berjalan sebagaimana yang diharapkan . Wanita cukup diberi beka I 
keterampilan dalam mempersiapkah dirinya sebagai isteri yang akan 
melaksanakan berbagai fungsi kerumahtanggaan . 
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Kenyataan menunjukkan bah\\a \\anita mempunyai potensi untuk 
menjadi pemimpin iika kescmpatan itu telah diberikan wanita 
mempunyai hak untuk memutuskan apakan akan menggunakan 
kesempatan itu atau t1dak Jelasnya karier wanita dewasa ini ditentukan 
oleh dirinya sendiri. Jika pilihan jatuh pada menjadi ibu rumah tangga 
atau pekerjaan yang lain, itu adalah altematif keputusannya sebagai 
individu oleh karena itu di dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa 
wanita adalah mitra sejajar Pria . Kemitra sejajaran pria dan wanita itu 
adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan 
dalam me\rnjudkan kesejahteraan keluarga khususnya dan masyarakat 
umurnnya. 

Kaum pria ikut bertanggung jawab memampukan kaum wanita 

menggunakan kesempatan-kesempatan yang telah terbuka untuknya. 
Tanpa itu kaum wanita akan tetap tertinggal karena sebagian besar 
masyarakat masih mengikuti pola berfikir traditional seperti yang telah 
disebutkan di muka. Walaupun secara umum telah terjadi pergeseran 
nilai tentang kedudukan wanita, namun tidak jarang, pola berfikir 
traditional seperti itu masih muncul pada situasi datangnya kesempatan 
dimana wanita secara teknis memenuhi syarat menjadi pemimpin. 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pada uraian terdahulu dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Naskah kuno sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa temyata 

banyak mengandung nilai yang masih relevan dengan 
pembangunan, oleh karena itu perlu dilindungi dan dijaga 

kelestariannya, agar tidak punah. 
Kepunahannya bisa karena proses alamiah, dan bisa pula karena 
pindah ke negara lain karena diperdagangkan. 

2. Usaha pengkajian nilai yang terkandung dalam naskah-naskah 
kuno perlu dilakukan terus menerus, dalam rangka mencari acuan 
nilai milik kita sendiri yang relevan dengan pembangunan dewasa 
ini , dalam rangka memperkukuh jati diri . 

3. Kita perlu bangga atas kekayaan nilai budaya yang kita miliki 
yang merupakan identitas bangsa, sementara bangsa lain 
bersusah payah mencari identitasnya. Sebagai contoh misalnya 
Australia yang warganya adalah para emigran dari berbagai 
negara . Dewasa ini Australia sedang dalam proses mencari 
kesepakatan menentukan identitas bangsa . Usaha memisahkan 
diri dari kelompok negara persemakmuran untuk mendirikan 
negara Republik Australia adalah salah satu wujud usaha 
menemukan jati diri bangsa . 
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Sementara ncgara lain disibukkan dalam kegiatan usaha 
menemukan jati diri . di Indonesia jati diri itu mulai terkena erosi 
akibat derasnya arus infonnasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi Dengan terus menerus mengkaji nilai-nilai budaya 
nenek moyang kita, diharapkan dapat menjaga kelestarian terhadap 
rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas disarankan hal-hal 
sebagai berikut : 

I . Hasil-hasil pengkajian nilai budaya yang digali dari naskah kuno 
berbagai suku bangsa di Indonesia hendaknya segera 
disebarluaskan . 

2. Menyusun suatu buku acuan untuk dijadikan pegangan bagi 
guru di sekolah tentang nilai budaya berbagai suku bangsa dalam 
rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan 
mengikis tumbuhnya rasa kedaerahan yang sempit. 

3. Mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin bangs a di 
masa depan, dengan Jebih banyak membuat kegiatan yang 
bersifat penalaran budaya yang melibatkan generasi muda 
seperti : dialog antar etnis, apresiasi sejarah daerah, apresiasi 
kebudayaan daerah, tatakrama dan disiplin nasional, dll . Sebagai 
salah satu wujud menangkal budaya yang negatif yang setiap 
detik diapresiasi melalui berbagai media baik cetak maupun 
elektronik. 
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